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ABSTRAK

Surat Keputusan Bersama (SKB) Menteri Agama, Jakgang dan
Menteri Dalam Negeri tentang Peringatan dan Pdrirkapada Penganut,
Anggota, dan/atau Anggota Pengurus Jemaat Ahmadi@tnesia (JAI) dan
Warga Masyarakat merupakan suatu kebijakan tertldis pemerintah yang
bersifat mengatur secara umum. Dasar hukum dikednaya SKB berdasarkan
Pasal 1 Undang-Undang PNPS Nomor 1 Tahun 1965 nignRBencegahan
Penyalahgunaan Dan/Atau dan Penodaan Agama. Noatenikéng diamanatkan
oleh undang-undang tersebut dalam bentuk Surat tds@u Bersama, ditinjau
dari materi SKB merupakan pengaturan bersifat unsemingga digolongkan
menjadi peraturan régeling meskipun nomenklaturnya berupa keputusan
(beschikkingg Berdasarkan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 200darng
Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, makah iSurat Keputusan
Bersama seharusnya tidak digunakan lagi dan digumiskilah Peraturan Menteri
agar tidak merusak tataran hierarki peraturan mengrundangan yang berlaku
saat ini. Isi SKB yang memberikan ancaman sankbBatap organisasi JAl dan
pembatasan terhadap Hak Asasi Manusia dianggap begentangan dengan
peraturan perundang-undangan yang berada di atastgja sebab itu Penulis
tertarik mengkaji SKB ini, dengan rumusan masalBertama Bagaimana
kedudukan SKBKedua Bagaimana keabsahan SKB ditinjau dari segi Hukum
Tata Negara. Metodologi Penelitian yang digunakatuyyuridis normatif dengan
menjadikan SKB sebagai objek penelitian, kemudiaempelajari bahan
kepustakaan berdasarkan peraturan perundang-umgddndai-buku ilmiah, serta
pendapat para ahli hukum. Dari penelitian dapaimgislkan bahwa SKB
termasuk kategori peraturamegeling dalam hierarki peraturan perundang-
undangan terdapat di bawah Peraturan Presiden idatasl Peraturan Daerah
Provinsi. Sedangkan dari segi keabsahan, didapatka@mva SKB telah
bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945 ddemgrndang Nomor 39
Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. Disarankamvaaperlu kejelasan
nomenklatur, istilah Surat Keputusan Bersama digierigan Peraturan Bersama
tanapa ditambah embel-embel “Surat” di awal juiokmat SKB yang mengatur
permasalahan hak kebebasan beragama sebaiknyat diataisn format undang-
undang tersendiri tentang kerukunan umat beragama.



BAB |
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Permasalahan

Negara Republik Indonesia merupakan suatu negan@ ryenganut asas
negara hukum, penegasan bahwa Negara Indonesaénasajara hukum sebelum
amandemen Undang-Undang Dasar Negara Republik ésdgonlahun 1945
terdapat pengaturannya hanya pada Penjelasan UUIB, I®amun setelah
amandemen UUD 1945 tepatnya pada Perubahan lkenggal 9 November 2001
lebih dipertegas dengan dimasukkannya pengaturamwebdegara Indonesia
adalah negara hukum pada batang tubuh UUD 1945, inhasebagaimana
tercantum di dalam UUD 1945 pada Pasal 1 ayat &B)g\berbunyi “Negara
Indonesia adalah negara hukum”. Menurut Ni’'matut&luikonsekuensi ketentuan
ini adalah bahwa setiap sikap, kebijakan, dan glarilalat negara dan penduduk
harus berdasar dan sesuai dengan hukartinya segala perilaku alat negara dan
penduduk harus diatur dan dijamin oleh hukum. Pemga melalui hukum
merupakan suatu bentuk upaya pencegahan agar tedpdi kesewenang-
wenangan yang dilakukan oleh alat negara maupuduge di dalam negara itu
sendiri.

Menurut Immanuel Kant, tujuan negara hukum adalabnjamin
kedudukan hukum dalam masyarakat. Lebih lanjut Kierpendapat bahwa suatu
negara agar dapat dikatakan sebagai suatu negluwanhiarus mempunyai 2

(dua) unsur pokokpertama yaitu adanya jaminan terhadap hak-hak asasi

! Ni'matul Huda, 2006,Hukum Tata Negara Indonesidakarta: PT. RajaGrafindo
Persada, him. 80.



manusia, dan yangedua yaitu adanya pemisahan kekuasaan dalam négara.
Pemisahan kekuasaan bertujuan agar suatu kekutidaknterpusat pada satu
penyelenggara kekuasaan, apabila kekuasaan mudlaga hdimiliki oleh satu
penyelenggara kekuasaan maka akan muncul kekugaagrabsolut. Kekuasaan
yang absolut dapat mengarah kepada bentuk tindg&ag sewenang-wenang
oleh penguasa kepada rakyatnya, sehingga hak-lak rakyat dapat terlanggar
akan adanya kekuasaan absolut tersebut.

Rumusan mengenai paham negara hukum ini terbentu&whl dari
kekuasaan yang absolut, baik dari satu orang, @@ipelk orang maupun banyak
orang. Kekuasaan yang absolut cenderung menimbyktanggaran terhadap
hak asasi manusia. Menurut Padmo Wahjono, pemipateadaadap kemungkinan
absolutisme sebagaimana yang terumus dalam aneRakdkerakhir dari alinea
ke-4 (empat) Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945upaiean langkah
pertama dalam Undang-Undang Dasar untuk menghindtamungkinan-
kemungkinan penindasan hak-hak mantsia.

Oemar Seno Adji berpendapat bahwa negara hukumrmésteo memiliki
ciri khas Indonesia. Karena Pancasila diangkat aterasar pokok dan sumber
hukum, maka negara hukum Indonesia dapat dikatak@agai negara hukum
Pancasild.

5Menurut Sri Soemantri, ada 4 (empat) unsur pergugju negara hukum,
yaitu :

2 Andi Mustari Pide, 1999Pengantar Hukum Tata Negaralakarta: Gaya Media
Pratama, him. 47.

¥ padmo Wahjono, 1986ndonesia Negara Berdasarkan Atas Hukulakarta: Ghalia

Indonesia, him. 10.

* Suharizal, Tinjauan Umum Tentang Teori HANPadang: Bahan Kuliah Hukum dan

HAM, Fakultas Hukum Universitas Andalas, him. 29.

® Sri Soemantri, 199 Bunga Rampai Hukum Tata Negara IndoneBiandung: Alumni,

him. 29-30.



1. bahwa pemerintah dalam melaksanakan tugas dan ikewaya
harus berdasar atas hukum atau peraturan perunaaaggan;

2. adanya jaminan terhadap hak-hak asasi manusia;

3. adanya pembagian kekuasaan dalam negara;

4. adanya pengawasan dari badan-badan peradilan.

Ditinjau unsur-unsur negara hukum yang telah dikeanuoleh para ahli
diatas, Suharizal berpendapat bahwa pada dasaongafk negara hukum tersebut
mempunyai tujuan yakni berkenaan dengan perlindungahadap hak asasi
manusia, yang untuk itu harus diadakan pemisahan gembagian serta
pembatasan kekuasaan di dalam neara.

Berdasarkan pendapat Sri Soemantri sebelumnyamangatakan bahwa
diantara unsur penting suatu negara hukum yaitiepatah dalam melaksanakan
tugas dan kewajibannya harus berdasarkan atas hatawnperaturan perundang-
undangan. Dari pendapat ini dapat diambil kesimpula
1. Artinya pemerintah tidak dapat berbuat sesuatu lsebeada peraturan

perundang-undangan yang mengaturnya, kecuali deda@tiaan darurat yang
membahayakan negara atau dalam hal ikhwal kegamingemaksa negara
diharuskan untuk segera bertindak menyelesaikasogkn yang dihadapi
oleh negara.

2. Pemerintah dalam melaksanakan tugas dan kewajilaams hberdasarkan
peraturan perundang-undangan yang berarti pemleriitkak seharusnya
melaksanakan kewenangan melebihi apa yang termalamd peraturan
perundang-undangan. Dengan kata lain, peraturaungang-undangan
membatasi ruang lingkup kewenangan pemerintah dalataksanakan tugas

dan kewajibannya.

® Suharizalpp.cit, him. 16.



Peraturan perundang-undangan sebagai dasar hukgmpbmerintah
dalam melaksanakan kewenangannya harus dibentwaksetungkin, baik itu
dari segi formil maupun dari segi materilnya. Ouin dari segi formil, suatu
peraturan perundang-undangan harus melalui mekam&mbentukan peraturan
perundang-undangan yang benar, misalnya peraturmngang-undangan
dibentuk dan disahkan oleh pejabat negara yang dmemg membentuknya.
Sedangkan jika ditinjau dari segi materil, isi datatu peraturan perundang-
undangan tidak boleh bertentangan dengan perapgmamdang-undangan yang
hierarkisnya lebih tinggi, atau bertentangan dengmeraturan perundang-
undangan yang memerintahkan pelaksanaannya.

Peraturan perundang-undangan yang tidak benar sagii formil dan
materilnya akan berdampak pada pelaksanaan peratersebut, bahkan tidak
mungkin peraturan itu tidak dapat dilaksanakan mpesktelah dibentuk dan
disahkan oleh pemerintah. Oleh sebab itu pembentylexaturan perundang-
undangan harus dibuat sebaik mungkin oleh para getuk undang-undang.

Salah satu ciri negara hukum lainnya menurut Senstri yang juga
sangat penting yaitu adanya jaminan terhadap hai asanusia, oleh sebab itu
apabila dikaitkan dengan peraturan perundang-uratasgbagai dasar hukum
pelaksanaan kewenangan pemerintah maka suatu rpataturan perundang-
undangan harus memuat perlindungan terhadap hakmagausia.

Hukum dasar atau peraturan perundang-undangang@rtyang dimiliki
oleh suatu negara yaitu konstitusi, oleh karena H#&dlah hak yang mendasar

bagi setiap individu yang harus dilindungi dan dimga oleh negara maka



pengaturan mengenai jaminan terhadap HAM harusnaibatkan di dalam hukum
yang paling mendasar pula. Menurut Jimly Asshidjqi

“karena konstitusi itu sendiri merupakan hukum ydranggap paling
tinggi tingkatannya, tujuan konstitusi sebagai haktertinggi itu juga
untuk mencapai dan mewujudkan tujuan yang tertipgdg. Tujuan
yang dianggap tertinggi itu adalah: keadilan, Kkétan, dan
perwujudan nilai-nilai ideal seperti kemerdekaamuatebebasan dan
kesejahteraan atau kemakmuran bersama, sebagaingang
dirumuskan sebagai tujuan bernegara oleh parampeedara.”

Sri Soemantri juga berpendapat bahwa inti dari #wss adalah

pembatasan kekuasaan yang mencakup 3 (tiga) hal, {3 jaminan hak-hak
asasi manusia; (2) susunan ketatanegaraan yangasand@3) aturan tugas dan
wewenang dalam negata?ada materi muatan konstitusi modern pada saat ini
suatu perlindungan dan jaminan terhadap HAM meséindumkan dalam materi
sebuah Undang-Undang Dasar suatu negara yang nkamddnstitusi sebagai
dasar bernegara. Menurut Miriam Budihardjo, setiipdang-Undang Dasar
dalam negara modern saat ini memuat ketentuan maitge

Organisasi negara,

Hak-hak Asasi Manusia,

Prosedur mengubah Undang-Undang Dasar,

Adakalanya memuat larangan untuk mengubah sifsgnter dari
Undang-Undang Dasar.

PwphPE

Pengaturan mengenai jaminan terhadap Hak Asasi $fmrdi dalam
konstitusi atau UUD Negara Republik Indonesia Tahl®45 sebelum
amandemen terdapat pada Pasal 27, Pasal 28, RBamgt2), Pasal 30 ayat (1),
dan Pasal 34, namun jaminan terhadap HAM yangrdiatia pasal-pasal tersebut

dianggap belum menjamin HAM seutuhnya, kemudianalaePerubahan ke-I|

" Jimly Asshiddigie, 2010Pengantar llmu Hukum Tata Negardakarta: Rajawali Pers,
him. 119.

8 Imam Syaukani dan A. Ahsin Thohari, 20Basar-dasar Politik HukumJakarta:

Rajawali Pers, him. 110.

° Dahlan Thaib. DKk, 2006Teori dan Hukum KonstitusiJakarta: PT. RajaGrafindo

Persada, him. 17.



UUD 1945 pada tanggal 18 Agustus 2000 maka dilakydexluasan materi Hak
Asasi Manusia dalam Bab XA Pasal 28A sampai defRgmal 283° Menurut R.
Abdoel Jamali, ketentuan yang terdapat pada P&&a&l sampai dengan 28J
tersebut merupakan penjabaran yang terdapat peda &e-1ll dan alinea ke-IV
pada Pembukaan UUD 19%5.

Pasal-pasal di atas walaupun dianggap sebagaitkatemengenai hak
asasi manusia, namun Jimly Asshiddigie berpendapatdia berpendapat bahwa

12

“Jika kita perhatikan dengan sungguh-sungguh, haaya ketentuan
saja yang benar-benar memberikan jaminan kongiitakiatas hak
asasi manusia, yaitu pada Pasal 29 ayat (2) yangatakan “Negara
menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk mekreamanya
masing-masing dan untuk beribadat menurut agamadga
kepercayaannya itu”. Sementara itu, ketentuan-kesenyang lain,
sama sekali bukanlah rumusan tentang hak asasismaaiathuman
rights, akan tetapi hanya ketentuan mengenai hak wargarathe
citizens’ rights”

Hak asasi manusia itu pada hakikatnya dimiliki dlehap orang dan tidak

dapat diganggu gugat oleh siapa pun. Namun, watabpk-hak tersebut didapat
manusia dalam keadaan alami, akan tetapi hak-fezsk dan kebebasannya belum
tentu terjamin. Agar hak-hak asasi dan kebebasarieijamin, maka mereka
sepakat untuk membentuk suatu negara. Sebagaimanaruh pendapat John
Locke, negara mempunyai tujuan menjaga dan menjatenaksananya
kebebasan dan HAM.

Tatkala negara telah dibentuk oleh masyarakat yaegurut konsep J.J.

Rousseau merupakan konsep kontrak sociahtfact social dan menurut teori

1 Ni'matul Huda,op. cit,him. 86-87.

' R. Abdoel Jamali, 2006Pengantar Hukum Indonesialakarta: PT. RajaGrafindo
Persada, him. 145.

12 Jimly Asshiddigiepp. cit him. 352-353.

13 Suharizalpp. cit him. 11.



Perjanjian yang menurut Inu Kencana Syafeii yagturityang menganggap bahwa
sesuatu negara itu timbul berdasarkan perjanjiesab®, baik antara orang-orang
yang sepakat mendirikan suatu negara maupun amang-orang yang menjajah
dengan yang dijajalf, maka individu secara tidak langsung telah menyemah
sebahagian hak-hak individualnya kepada negara.uNapenyerahan hak-hak
individu ini tidaklah secara absolut diserahkan ddgp penguasa, sebagaimana
menurut pendapat John Locke bahwa manusia tidaldabara absolut
menyerahkan hak-hak individunya kepada penguasa, t@tapi yang diserahkan
hanyalah hak-hak yang berkaitan dengan perjanjegana semata, sedangkan
hak-hak lainnya tetap berada pada masing-masirigjdid->

Berdasarkan pendapat Oemar Senoadji yang menydbakava Indonesia
adalah negara hukum Pancasila, diantara salahcgatpokok negara hukum
Pancasila yaitu jaminan terhadapedom of religion(kemerdekaan beragama).
Tetapi kemerdekaan beragama yang ada di negaranhBkucasila selalu berada
dalam konotasi positif, artinya tidak ada tempagibatheis:® Apabila kita
membaca isi dari Pancasila yang tertuang pada pattama yang berbunyi
“Ketuhanan Yang Maha Esa’, maka secara jelas dikgat bahwa Indonesia
adalah negara yang mengakui adanya Tuhan Yang Eesdnamaka jelas pula lah
bahwa paham yang tidak mengakui adanya Tuhan YaitaMEsa atau atheisme
dilarang di Indonesia berdasarkan sila pertamaddadersebut.

Bukti nyata terhadap pengakuan akan adanya Tuhag ¥&ha Esa di
Indonesia yaitu dalam bentuk pemberian hari libasional terhadap perayaan

hari raya atau hari besar agama yang diakui dinesia, seperti hari raya ledul

1 |nu Kencana Syafeii, 2000mu Politik, Jakarta: Rineka Cipta, him. 79.
15 Jimly Asshiddigiepp. cit him. 345.
16 Suharizalpp. cit him. 29.



Fitri bagi umat Islam, hari natal bagi umat Kristesan lainnya. Dengan
pemberian hari libur nasional tersebut berarti ied®gas negara Republik
Indonesia mengakui dan menghormati agama yang adbiddnesia yang
berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Negara pun manghormati dan
menjamin  kemerdekaan penduduknya untuk memeluk aggan dan
melaksanakan peribadatan menurut agamanya danckgpannya itu seperti
yang tertuang dalam UUD Negara Republik Indonesiauh 1945 pada Pasal 29
ayat (2).

Dalam menjamin hak kebebasan beragama di Indonesizagai
perwujudan pasal-pasal yang menjamin Hak Asasi Miangang terdapat dalam
UUD 1945, maka negara membentuk peraturan perungaagngan yang
mengatur tentang Hak Asasi Manusia, seperti Undamipng Nomor 39 Tahun
1999 tentang Hak Asasi Manusia di dalamnya mengatengenai jaminan
terhadap hak kebebasan beragama, tidak hanya kee#ida orang diberikan
perlindungan dalam beragama dan beribadah sesnganl&keyakinannya tetapi
agama pun juga dilindungi haknya oleh negara mel@knetapan Presiden
Nomor 1 Tahun 1965 yang kemudian diundangkan menjediang-Undang
Nomor 5 Tahun 1969 tentang Pencegahan PenyalahgiedAtau Penodaan
Agama.

Persoalan mengenai hak kebebasan beragama imidpatlir oleh negara,
disatu sisi untuk melindungi kebebasan beragamamshék dan di sisi lain agar
agama lainnya tidak terganggu oleh agama yang sama- diberikan hak oleh
negara, untuk itu perlu peraturan perundang-undaggag mengatur agar suatu

agama tidak dapat dinistakan atau dinodai olelsetiang, organisasi atau aliran



manapun. Apabila terjadi penistaan atau pelanggsdradap suatu agama di
Indonesia yang dilakukan oleh seseorang atau seocatavidual, maka
berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 PNPS Tahun 1865 gada Pasal 2 ayat
(1) dinyatakan bahwa negara memiliki kewenanganandal melakukan
penghentian terhadap perbuatan yang mengarah keeaikiaan atau penodaan
suatu agama melalui suatu Keputusan Bersama Mehggenna, Menteri/Jaksa
Agung dan Menteri Dalam Negeri. Produk hukum yarepgatur permasalahan
ini bernama Surat Keputusan Bersama (SKB), karéwudirkan oleh beberapa
menteri maka dikenal juga dengan istilah SKB Tigenkéri.
Istilah Surat Keputusan Bersama atau SKB itu sena@nuai kritik dari

Yusril Ihza Mahendra, salah seorang ahli hukum nagara di Indonesia, Yusril
berpendapat bahw¥ :

“Istilah SKB itu sudah tidak dikenal lagi dengarumilangkannya

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004. Istilah yangabedalah

Peraturan Menteri. Apakah peraturan itu dikeluarkandiri-sendiri

oleh menteri atau pejabat setingkat menteri, atzara bersama-

sama, semuanya tergantung kepada kebutuhan mateg wgin

diatur. Istilah Keputusan, dengan berlakunya UU Normh0O Tahun

2004, hanya digunakan untuk sebuah penetapan tisegegangkatan

dan pemberhentian seseorang dalam jabatan, bukianrmema yang

mengatur”.

Senada dengan pendapat Yusril Ihza Mahendra sebgdyreeorang guru

besar ilmu hukum Universitas Merdeka Malang yangéma Samsul Wahidin

juga mengkritik penggunaan istilah SKB, beliau leagapat®

“Adalah sesuatu yang naif jika struktur internalrspmal ketiga
institusi (Menteri Dalam Negeri, Menteri/Jaksa Agudan Menteri

Y http://yusril.ihzamahendra.com/2008/05/09/skb-tegtahmadiyah/ SKB tentang
Ahmadiyah diakses pada tanggal 16 Maret 2011, pukul 00.08. W

18 https://gagasanhukum.wordpress.com/2008/06/16igkbatenteri-

cacat-yuridis/SKB Tiga Menteri Cacat Yuridisiakses pada tanggal 11 April 2011,
pukul 12.19 WIB.




Agama) yang membuat SKB itu tidak menyadari ketielpitan atas
kelembagaan yang menjadi dasar hukum atas kebijakarg
dikeluarkan. Padahal, kekeliruan atas penuangaiakeh itu pada
gilirannya menimbulkan permasalahan tentang komgete
pengadilan, lembaga yang menindak, dan ujungnyalalada
ketidakpastian hukum ketika ada warga yang ingimngagikan
keberatan yang menjadi haknya atas keluarnya SKB.”

Adapun yang menjadi fokus penelitian SKB pada skripi yaitu SKB
yang berkaitan dengan permasalahan Ajaran Ahmadiyaba tanggal 9 Juni
2008 Pemerintah mengeluarkan Surat Keputusan Barb&nteri Agama Nomor
3 Tahun 2008, Jaksa Agung Nomor KEP-033/A/JA/6/200%nteri Dalam
Negeri Nomor 199 Tahun 2008 tentang peringatanp@aimtah kepada Penganut,
Anggota, dan/atau Anggota pengurus Jemaat Ahmadiydbnesia (JAI) dan
warga masyarakat untuk menghentikan kegiatan pesmafterhadap suatu agama
di Indonesia sesuai Undang-Undang PNPS Nomor 1 nmfat®65 tentang
Pencegahan Penyalahgunaan Dan/Atau dan PenodaaraABardasarkan Pasal
2 Ayat (1) yang berbunyt*®

“Barang siapa melanggar ketentuan tersebut dalasal Pla diberi
perintah dan peringatan keras untuk menghentikesup&gannya itu di
dalam suatu keputusan bersama Menteri Agama, MBatesa Agung
dan Menteri Dalam Negeri”

Frasa “barang siapa” pada penggalan isi Pasal @ (ayadi atas, jelas
dinyatakan bahwa Surat Keputusan Bersama Menteamag Menteri/Jaksa

Agung dan Menteri Dalam Negeri ditujukan hanya kigpmdividu tertentu yang

berisi perintah dan peringatan keras untuk mengtenperbuatan yang dianggap

¥ Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 M@&mno



mengarah kepada penistaan atau penodaan suatu égydeméu yang dianut di
Indonesia.

Surat Keputusan Bersama Menteri Agama Nomor 3 T&008, Jaksa
Agung Nomor KEP-033/A/JA/6/2008, Menteri Dalam Nedéomor 199 Tahun
2008 tersebut menurut penulis telah mengalami ge#l#§anggalan, hal ini
disebabkan pada Diktum ketiga dari SKB yang berbuny

“Penganut, anggota, dan/atau anggota pengurus tlékhazadiyah
Indonesia (JAI) yang tidak mengindahkan peringadan perintah
sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu dan Diktedua dapat
dikenai sanksi sesuai dengan ketentuan peraturamingsng-
undangan, termasuk organisasi dan badan hukumnya.”

Diktum Ketiga SKB Tiga Menteri ini dengan jelas gugnengatur
permasalahan sanksi selain kepada penganut, anggotatau anggota pengurus
Jemaat Ahmadiyah Indonesia (JAI) ternyata juga maemgsanksi kepada
organisasi dan badan hukum dari JAI, padahal berkas Undang-Undang
PNPS Nomor 1 Tahun 1965 pada pasal 2 ayat (1) st hanya dapat
memberi peringatan dan perintah keras penghentegiatan yang dianggap
penistaan agama apabila dilakukan secara individsedangkan pengaturan
mengenai organisasi dan badan hukum atau aliraeré@yaan hanya boleh
dilakukan oleh Presiden Republik Indonesia dan itkees mempunyai
kewenangan dalam menerbitkan Peraturan Presidenk uniembubarkan
Organisasi itu dan menyatakan Organisasi ataunaksebut sebagai Organisasi/
aliran terlarang.

Menurut Yusril Ihza Mahendra, keberadaan SKB iendiri sangat

minimalis, karena yang diinginkan bukan hanya sak@erintah dan peringatan

kepada individu pengikut Ahmadiyah, tetapi jugah&elap organisasi Jemaat



Ahmadiyah Indonesfd Kegiatan yang dilakukan oleh para penganut Ahyaddi
di Indonesia bukan sekedar kegiatan individu masiaging para penganutnya,
akan tetapi merupakan suatu tindakan atau kegyatiag terorganisasikan melalui
Jemaat Ahmadiyah Indonesia. Organisasi JAI ini aitad di Kementerian
Kehakiman Republik Indonesia sebagai sebualenegingatau perkumpulan

berdasarkan Keputusan Menteri Kehakiman tanggMdr@t 1953.

Kewenangan pemerintah memberikan sanksi atau reatigan kegiatan
keagamaan Jemaat Ahmadiyah Indonesia (JAI) yangpakan suatu organisasi
harus melalui Peraturan Presiden bukan melaluit&aputusan Bersama, hal ini
berdasarkan ketentuan dari Undang-Undang PNPS Ndmiahun 1965 pada
Pasal 2 ayat (2) apabila suatu kegiatan penodaameaaglilakukan oleh suatu
organisasi atau aliran kepercayaan maka Presidgrubile Indonesia dapat
membubarkan Organisasi itu dan menyatakan Organsas aliran tersebut
sebagai Organisasi/ aliran terlarang dengan mglaltimbangan Menteri Agama,
Menteri/Jaksa Agung, dan Menteri Dalam Negeri.

Diterbitkannya SKB Tiga Menteri ini juga dianggagelah
mendiskriminasikan hak kebebasan beragama bagiapahgAhmadiyah di
Indonesia, mereka yang menolak SKB ini bahkan noédak constitusional
reviewke Mahkamah Konstitusi dengan menguji Undang-Ugd@NPS Nomor 1
Tahun 1965 yang merupakan landasan dikeluarkanusat 8eputusan Bersama

Menteri Agama Nomor 3 Tahun 2008, Jaksa Agung NoniIEP-

20 http://yusril.ihzamahendra.com/2008/06/11/sekali-entang-skb-ahmadiyahSekali
lagi SKB tentang Ahmadiyabiakses pada tanggal 20 Maret 2011, pukul 20.08. W




033/A/JA/6/2008, Menteri Dalam Negeri Nomor 199 @iah2008 terhadap
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia TaBdB.
Berdasarkan uraian diatas maka penulis tertariikumteneliti lebih lanjut

dan akan dituangkan dalam karya tulis ilmiah dabemtuk skripsi dengan judul:

“Suatu Kajian tentang Keabsahan Surat Keputusan Besama Menteri
Agama Nomor 3 Tahun 2008, Jaksa Agung Nomor Kep-038/Ja/6/2008,
Menteri Dalam Negeri Nomor 199 Tahun 2008 tentang Peringatan Dan
Perintah Kepada Penganut, Anggota, Dan/Atau AnggotdPengurus Jemaat
Ahmadiyah Indonesia (JAI) Dan Warga Masyarakat”

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan uraian mengenai latar belakang masigadis, maka perlu
kiranya penulis melakukan perumusan permasalahalininHdimaksudkan untuk
menjaga agar ruang lingkup pembahasan skripsietaptsesuai dengan pokok-
pokok permasalahan yang erat kaitannya dengan gldigsi ini, maka penulis
akan mencoba merumuskan permasalahan sebagaitberiku
1. Bagaimana Kedudukan Surat Keputusan Bersama MeAgaima
Nomor 3 Tahun 2008, Jaksa Agung Nomor KEP-033//AI2008,
Menteri Dalam Negeri Nomor 199 Tahun 2008 TentaPgringatan
Dan Perintah Kepada Penganut, Anggota, Dan/Atau géiag
Pengurus Jemaat Ahmadiyah Indonesia (JAI) Dan Warga
Masyarakat?

2. Bagaimana Keabsahan Surat Keputusan Bersama Mehgara

Nomor 3 Tahun 2008, Jaksa Agung Nomor KEP-033//AI2008,



Menteri Dalam Negeri Nomor 199 Tahun 2008 tersetliinjau dari
segi Hukum Tata Negara?
C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan uraian permasalahan dan judul pemetliegtas, maka tujuan

dari penulisan proposal penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui kedudukan Surat Keputusan Berskhaateri
Agama Nomor 3 Tahun 2008, Jaksa Agung Nomor KEP-
033/A/JA/6/2008, Menteri Dalam Negeri Nomor 199 @ah2008
tentang Peringatan Dan Perintah Kepada Penganoggoia,
Dan/Atau Anggota Pengurus Jemaat Ahmadiyah Indar(dsil) Dan
Warga Masyarakat.

2. Untuk mengetahui Keabsahan Surat Keputusan Berdderateri
Agama Nomor 3 Tahun 2008, Jaksa Agung Nomor KEP-
033/A/JA/6/2008, Menteri Dalam Negeri Nomor 199 @Tah2008
tersebut ditinjau dari segi Hukum Tata Negara.

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dari penelitian yang penulis lakulaalah sebagai
berikut:
1. Manfaat Teoritis
Diharapkan hasil dari penelitian ini dapat bermanfaagi para
akademis dalam pengembangan pengetahuan ilmu hukum
khususnya dalam bidang hukum tata negara. Penelitiajuga
diharapkan mampu menambah pengetahuan dan pemalkéman

mengenai kedudukan dan keabsahan dari Surat KgpuBessama



Menteri Agama Nomor 3 Tahun 2008, Jaksa Agung NoiteR-
033/A/JA/6/2008, Menteri Dalam Negeri Nomor 199 @al2008
tentang Peringatan dan Perintah Kepada Pengamggofa,
Dan/Atau Anggota Pengurus Jemaat Ahmadiyah Indan@#l)
Dan Warga Masyarakat.

2. Manfaat Praktis
Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi yarakat
umumnya dalam menyikapi SKB Tiga Menteri terhadap
permasalahan ajaran Ahmadiyah, selain itu dapatamkah
wawasan dan pengetahuan dalam aturan dan masiaim hserta
sebagai sarana informasi bagi penelitian yang lain.

E. Metode Penelitian

Untuk mencapai hasil yang diharapkan serta kebendsai penulisan
yang dapat dipertanggungjawabkan, maka penulisaipsskni menggunakan
metode-metode dalam melakukan kegiatan peneldistaya lain:

1. Metode Penelitian

Metode penelitian yang penulis gunakan vyaitu metpeeelitian

yuridis normatif, yaitu dengan cara mengumpulkariaddengan
bersumber peraturan perundang-undangan atau bahan-lpustaka
yang relevan dengan objek penelitian.

Yang menjadi objek penelitian yaitu Surat Keputus@arsama
Menteri Agama Nomor 3 Tahun 2008, Jaksa Agung NoKIGP-

033/A/JA/6/2008, Menteri Dalam Negeri Nomor 199 @ah2008

tentang Peringatan dan Perintah kepada Penganggofa Dan/atau



Anggota Pengurus Jemaat Ahmadiyah Indonesia (JAR) Warga
Masyarakat.
2. Jenis Data

Jenis data yang digunakan dalam studi ini yaitua de¢kunder,

merupakan data yang diperoleh melalui penelitiarppukkaan

(Library research), antara lain:

1) Bahan hukum primer, yang berupa ketentuan hukum dan
perundang-undangan yang mengikat serta berkaitagadestudi

ini. Seperti:

a) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun
1945.

b) Undang-Undang PNPS Nomor 1 Tahun 1965 tentang
Pencegahan Penyalahgunaan Dan/Atau dan PenodaamAga
jo Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1969 tentang Pesayat
Berbagai Penetapan Presiden dan Peraturan Presttbagai
Undang-Undang.

c) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peraditaa
Usaha Negara.

d) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi
Manusia.

e) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubatzn
Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peraditda

Usaha Negara.



f) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembamtuk
Peraturan Perundang-Undangan.

g) Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan
Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang
Peradilan Tata Usaha Negara.

h) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembamtuk
Peraturan Perundang-Undangan.

i) Surat Keputusan Bersama Menteri Agama Nomor 3 Tahun
2008, Jaksa Agung Nomor KEP-033/A/JA/6/2008, Menter
Dalam Negeri Nomor 199 Tahun 2008 tentang Peringatmn
Perintah Kepada Penganut, Anggota, Dan/Atau Anggota
Pengurus Jemaat Ahmadiyah Indonesia (JAI) Dan Warga
Masyarakat.

2) Bahan hukum sekunder, yang berupa literatur-liseraertulis
yang berkaitan dengan pokok masalah dalam studi baik
berbentuk buku-buku, makalah-makalah, laporan penel

artikel surat kabar, dan lain sebagainya.

3. Teknik Pengumpulan Data
Pengumpulan data melalui studi dokumen atau keaestayaitu
dengan mempelajari dokumen-dokumen atau bahan tedjaas yang

berkaitan dengan permasalahan yang diteliti.



4. Analisis Data

Analisa data yang digunakan adalah Deskriptif Katfiyaitu tata
cara penelitian yang menghasilkan data-data yamgkém untuk

dijabarkan secara sistematis dengan menetapkak aspeis.



BAB IV
PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, did&paimpulan sebagai
berikut:

1. Surat Keputusan Bersama Menteri Agama Nomor 3 T&008, Jaksa
Agung Nomor KEP-033/A/JA/6/2008, Menteri Dalam Ned¢omor 199
Tahun 2008 tentang Peringatan dan Perintah kepadgaRut, Anggota,
dan/atau Anggota Pengurus Jemaat Ahmadiyah Indon@g\l) dan
Warga Masyarakat termasuk ke dalam kategori kednjgdemerintah yang
berbentuk peraturan rggeling meskipun nomenklaturnya berupa
keputusan leschikkingg SKB merupakan Keputusan Menteri yang
bersifat mengatur secara umum, apabila diklasillams ke dalam
peraturan perundang-undangan, maka SKB Menteri meyap
kedudukan di bawah Peraturan Presiden dan di aeeguPan Daerah.
Kedudukan SKB berada di bawah Peraturan Presidebabkan Menteri
sebagai pembantu Presiden dalam menjalankan peatenm sedangkan
berada di atas Peraturan Daerah disebabkan cakepsamangan Menteri
diperuntukan bagi seluruh daerah di Indonesia, dalerbdengan Kepala
Daerah yang hanya berwenang mengatur daerahnyagvassing.

2. Ditinjau dari segi Hukum Tata Negara, SKB Tiga Mmnttentang
Penganut Ahmadiyah di Indonesia menurut Penuligiktianemiliki
keabsahan hukum, SKB bertentangan dengan peratpeanndang-

undangan yang berada di atasnya, yaitu dianggapnt@ngan dengan hak



asasi manusia yang diatur di dalam Undang-UndnagaiD&945 dan
Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Adasiusia, SKB
telah melakukan pembatasan terhadap hak kebebasagama yang
merupakan hak yang tidak boleh dibatasi oleh negarey merupakan
negara hukum. Kalaupun negara ingin membatasi kaki avarganya,
maka pembatasan ditetapkan berdasarkan undanggutdéan melalui
SKB Menteri. Selain itu SKB juga memuat sanksi &eldp organisasi
yang merupakan lingkup kewenangan Presiden, pad&kBl ditujukan
bukan kepada Organisasi Jemaat Ahmadiyah Indonesia.

B. Saran
Berdasarkan kesimpulan tersebut di atas, dikemuks&ean-saran sebagai
berikut:

1. Perlu kejelasan nomenklatur, suatu kebijakan penadriyang mengatur
secara umum sebaiknya tidak menggunakan nomenKka&putusan” lagi
dan seharusnya menggunakan nomenklatur “peratudeh, sebab itu
perlu dirubah menjadi Peraturan Bersama Mentempaaambel-embel
“surat”. Kedudukan Peraturan Menteri sebaiknya jagaantumkan ke
dalam hierarki peraturan perundang-undangan.

2. Untuk keabsahan Surat Keputusan Bersama disarankak mengubah
format SKB Tiga Menteri tentang penganut Ahmadiyaimg berkaitan
dengan agama dan kerukunan antar umat beragamadnsuatu bentuk
Undang-Undang Kerukunan Beragama. Dengan ditetapkebagai
undang-undang barulah kemudian negara berwenangbatasn hak

kebebasan beragama bagi warga negaranya. Kemudjampérlu dirubah



dari materi SKB yang mengatur sanksi terhadap @asgan seharusnya

SKB tidak dapat memberi sanksi kepada organisasi.
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